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Skripsi ini membahas mengena penerbitan dan pencabutan 1zin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya
terkait dengan tumpang tindih lUP yang dapat terjadi baik antar [UP maupun dengan sektor lain seperti
sektor kehutanan. Hal tersebut perlu segera diselesaikan karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam
penanaman modal dibidang pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian yuridis normatif menunjukkan
bahwa penerbitan IUP dilakukan setelah pemohon atau peserta lelang mendapatkan Wilayah 1zin Usaha
Pertambangan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan IUP. Sedangkan pencabutan |UP dapat dilakukan
jika pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan
pencabutan |UP PT Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM) hal tersebut telah tepat, karena PT RTM tidak
memenuhi kewajibannya untuk memiliki 1zin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk melakukan kegiatan
pertambangan di kawasan hutan. Untuk mencegah timbulnya tumpang tindih IUP, dibutuhkan peningkatan
koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik yang sifatnya sektoral maupun yang sifatnya
lintas sektoral. Selain itu peningkatan pengawasan oleh Pemerintah terhadap penerbitan dan pencabutan IUP
yang dilakukan oleh Kepala Daerah di Indonesia juga diperlukan.

This essay examines the issuance and revocation of Mining Business License (IUP), specifically related to
the overlapping IUP which can occur either between IUP or with other sectors like forestry. The overlapping
of IUP need to be resolved immediately seeing that it may cause uncertainty for investmentsin Indonesia’ s
mining industry. Normative juridical research results show that the issuance of |UP can be conducted after
the applicant or bidders get Mining Business License Area and eligible as [UP holder. While the revocation
of IUP can be done if the IUP holder does not fulfill the obligations under the laws and regulations. Related
to the revocation of IUP PT Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM), such decision was right, because PT
RTM does not fulfill its obligation to have 1zin Pinjam Pakai Kawasan Hutan to conduct mining activitiesin
forest areas. To prevent the overlapping Mining Business License, an increased coordination between
Government and Local Government is needed, be it sectorial or cross-sectorial in nature. Furthermore, the
government must establish oversight towards the issuance and revocation of mining licenses by Regent and
Governor in Indonesia.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20402814&lokasi=lokal

